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PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena TIM Penyusun Buku Kebijakan
Universitas  Muhammadiyah  Bulukumba  telah  mengeluarkan  kebijakan
Kerjasama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).  Buku  kebijakan  ini
merupakan salah satu bentuk tindak lanjut perguruan tinggi  atas peraturan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan pada awal tahun
2020. Buku ini sebagai panduan bagi Fakultas, Program Studi, dan Unit Kerja
terkait dalam pelaksanaan Program              MBKM ditingkat Program Studi. 

 Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) telah melaksanakan
serangkaian kegiatan untuk mendukung terwujudnya  kebijakan
tersebut.Berbagai kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari rapat persiapan,
workshop,  penyusunan  kebijakan,  yang  nantinya  akan  dilanjutkan  dengan
sosialisasi.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  Rektor,  Wakil  Rektor,  Dekan,  Kepala
Lembaga, Biro dan Badan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi,
Dosen, dan staf.

Tujuan dari Kebijakan  Kerjasama  MBKM ini adalah memberi
kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan  hak  belajar  di  luar  program
studi  selama  3 (tiga) semester.  Hak  belajar  tersebut  meliputi 1 (satu)
semester atau setara dengan  maksimal  20 (dua puluh) sks  mengikuti
pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan
paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks pembelajaran
pada program studi yang sama/berbeda di Perguruan Tinggi yang   berbeda
maupun selain perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan saran dan masukan hingga tersusunnya buku
pedoman  kebijakan ini. Semoga buku ini memberikan kemudahan dalam
menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UMB.

Bulukumba, 24 Mei 2021

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  merupakan  salah  satu

kebijakan  dari  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Nadiem

Makariem.  Salah  satu  program  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar  –

Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program

Studi.  Program  tersebut  merupakan  amanah  dari  berbagai

regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan

mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat

menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan

wujud  pembelajaran  di  perguruan  tinggi  yang  otonom dan  fleksibel

sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif,  tidak mengekang, dan

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Program  utama  yaitu:  kemudahan  pembukaan  program  studi

baru,  perubahan  sistem  akreditasi  perguruan  tinggi,  kemudahan

perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar

tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan

mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud

berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program

studi  dan  2  semester  melaksanakan  aktivitas  pembelajaran  di  luar

perguruan tinggi.

Berbagai  bentuk  kegiatan  belajar  di  luar  perguruan  tinggi,  di

antaranya melakukan magang/  praktik  kerja  di  Industri  atau tempat

kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di

desa,  mengajar  di  satuan  pendidikan,  mengikuti  pertukaran

mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan,

membuat  studi/  proyek  independen,  dan  mengikuti  program

kemanusisaan.  Semua  kegiatan  tersebut  harus  dilaksanakan dengan
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bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan

pengalaman  kontekstual  lapangan  yang  akan  meningkatkan

kompetensi  mahasiswa  secara  utuh,  siap  kerja,  atau  menciptakan

lapangan kerja baru.

Perubahan kurikulum di  perguruan  tinggi  merupakan aktivitas

rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan

masyarakat  (societal  needs),  serta  kebutuhan  pengguna  lulusan

(stakeholder  needs).   Permasalahan  yang  sering  timbul  di  kalangan

akademisi  adalah  pemahaman  tentang  bagaimana  melakukan

rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam

baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Agar  lulusan  bisa  kompetitif,  kurikukum  perlu  orientasi  baru,

sebab adanya  Era  Revolusi  Industri  4.0,  tidak  hanya cukup  Literasi

Lama (membaca, menulis, & matematika) sebagai modal dasar untuk

berkiprah di masyarakat. Bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa

bahwa  literasi  baru  ini  akan  membuat  mereka  kompetitif?  Maka

melalukan revitalisasi kurikulum berorientasi revolusi industri 4.0 serta

pada  kebijakan  Kemendikbud  tentang  Merdeka  Belajar-Kampus

Merdeka,  yang  disertai  dengan  implementasi  pembelajaran  dengan

berbagai bentuk model dan kegiatan pembelajaran itu sendiri. 

Universitas  Muhammadiyah  Bulukumba  sebagai  penghasil

sumber  daya  manusia  terdidik  perlu  membuat  kebijakan

pengembangan  kurikulum.  Kebijakan  pengembangan  kurikulum

memberi  arahan yang jelas  tentang pengembangan kurikulum,  yang

secara  umum  terdapat  3  (tiga)  hal  penting  dalam  pengembangan

kurikulum, yaitu:

1. Evaluasi kurikulum lama

2. Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

3. Pelaksanaan kurikulum
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B.LANDASAN PENYUSUNAN 

Penyusunan  kurikulum  dan  perancangan  pembelajaran

hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis,

sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan

kurikulum merupakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  perguruan

tinggi,  namun demikian  dalam pengembangan kurikulum perguruan

tinggi  harus  berlandaskan  mulai  dari  UUD  1945,  UU  No.12  Tahun

2012,  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  yang  dituangkan  dalam

Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku.

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada

tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan

(Ornstein  &  Hunkins,  2014),  bagaimana  pengetahuan  dikaji  dan

dipelajari  agar  mahasiswa  memahami  hakekat  hidup  dan  memiliki

kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara

individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976). 

Landasan  sosiologis,  memberikan  landasan  bagi

pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri

dari  tujuan,  materi,  kegiatan  belajar  dan  lingkungan  belajar  yang

positif  bagi  perolehan  pengalaman  pebelajar  yang  relevan  dengan

perkembangan  personal  dan  sosial  pebelajar  (Ornstein  &  Hunkins,

2014, p. 128). 

Landasan  psikologis,  memberikan  landasan  bagi

pengembangan  kurikulum,  sehingga  kurikulum  mampu  mendorong

secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi

belajar  sepanjang  hayat;  kurikulum  yang  dapat  menfasilitasi

mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari  peran dan fungsinya

dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa

berfikir kritis,  dan berfikir  tingkat  dan melakukan penalaran tingkat

tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan

pengembangan potensi  mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan

(Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa
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belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas,

bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah,

mampu berkolaborasi,  toleran,  dan   menjadi  manusia  yang  terdidik

penuh  diterminasi  kontribusi  untuk  tercapainnya  cita-cita  dalam

pembukaan UUD 1945. 

Landasan  historis,  kurikulum  yang  mampu  menfasilitasi

mahasiswa belajar sesuai  dengan jamannya; kurikulum yang mampu

mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa

lalu,  dan mentranformasikan dalam era di  mana dia sedang belajar;

kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup

lebih  baik  di  era  perubahan  abad  21,  memiliki  peran  katif  di  era

industri 4.0, serta mempu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0. 

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar

atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan,

dan  evaluasi,  serta  sistem penjaminan  mutu  perguruan  tinggi  yang

akan  menjamin  pelaksanaan  kurikulum  dan  tercapainya  tujuan

kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan

dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum: 

1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005

tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586); 

2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012,

Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

4. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik

Indonesia  Nomor  73  Tahun  2013,  Tentang  Penerapan  KKNI

Bidang Perguruan Tinggi; 
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5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan   Republik

Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020,  Tentang  Standar  Nasional

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik

Indonesia  Nomor  81  Tahun  2014,  Tentang  Ijazah,  Sertifikat

Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi

Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 2016,  Tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi

Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2016  Tentang  Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi

Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang  Rencana

Strategis  Kementerian Riset,  Teknologi,  Dan Pendidikan Tinggi

Tahun 20152019. 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik  Indonesia  Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan

Standar Guru.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

12. Peraturan  akademik  Universitas  Muhammadiyah

Bulukumba

C.TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Pedoman Kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka ini sebagai berikut: 

1. Menjadi acuan dalam Menyusun Buku Pedoman Pengembangan

Kurikulum MBKM 

2. Menjadi acuan dalam penyusunan POB bagi mahasiswa, dosen,

pembimbing lapangan dan pemonef di luar program studi 

3. Menjadi  acuan  program  studi  dalam  mengembangkan  Kerja

sama kurikulum dan Implemnetasi MBKM 

4. Meningkatkan kompetensi lulusan (hardskill dan softskill)
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sehingga dapat menjawab kebutuhan zaman yang selalu

berkembang.

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan

bakatnya.

6. Memberikan kesempatan pada Prodi  dan  PT untuk

mengembangkan kerja sama   dengan berbagai pihak untuk

meningkatkan kompetensi lulusan.
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BAB II
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR –

KAMPUS MERDEKA 

A.HAK  BELAJAR  3  SEMESTER  DI  LUAR  PROGRAM
STUDI

Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi adalah salah

satu  bentuk  pembelajaran  dari  konsep  Merdeka  Belajar  –  Kampus

Merdeka seperti  yang tertuang pada Permendikbud Nomor 3  Tahun

2020,  hak  belajar  3  (tiga)  semester  di  luar  program  studi  adalah

sebuah pilihan bagi mahasiswa (dapat  diambil atau tidak).

Sesuai  dengan  Kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan

melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan  Tinggi,  pada  Pasal  15  ayat  1  disebutkan:  Bentuk

Pembelajaran  dapat  dilakukan  di  dalam  Program  Studi  dan  di  luar

Program  Studi,  untuk  itu  oleh  Perguruan  Tinggi  memfasilitas

pemenuhan  masa  dan  beban  belajar  dalam  proses  Pembelajaran,

seperti dijelaskan pada berikut ini.

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas)

semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi

2. 1 (satu) semester atau setara dengan minimal 6 (enam) satuan

kredit  semester   dan  maksimal  20  (dua  puluh)  satuan  kredit

semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada

Perguruan Tinggi yang sama

3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara minimal 12 (dua belas)

satuan kredit semester  dan maksimal dengan 40 (empat puluh)

satuan kredit semester merupakan: 

a. Pembelajaran  pada  Program Studi  yang  sama di  Perguruan

Tinggi yang berbeda;  

b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan

Tinggi yang berbeda; dan/atau  

c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
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B.BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP)

Berikut  ini  8  (delapan)  bentuk  kegiatan  pembelajaran  sebagai

wujud hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi :

1. Pertukaran  pelajar,  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk

kegiatan pembelajaran:

a. Pertukaran  pelajar  antara  program  studi  dalam  lingkup

Universitas Muhammadiyah Bulukumba

b. Pertukaran pelajar pada program studi yang sama atau bukan

di luar lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba

2. Magang/praktik kerja

3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

4. Penelitian/riset

5. Proyek kemanusiaan 

6. Kegiatan wirausaha

7. Studi/proyek independent

8. Membangun desa/KKN Tematik, yang dapat dilaksanakan dalam

bentuk kegiatan pembelajaran:

a. Model KKNT yang Diperpanjang

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

c. Model KKNT Mengajar di Desa

d. Model KKNT Free Form

1. Pertukaran mahasiswa

Pertukaran  maasiswa  adalah  bentuk  pembelajaran  yang  dapat

diambil  mahasiswa  untuk  menunjang  terpenuhinya  capaian

pembelajaran  baik  yang  sudah  tertuang  dalam  struktur  kurikulum

program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya

capaian pembelajaran lulusan, pengalaman dan konteks keilmuan yang

didapat  di  prodi  lain  baik  pada  perguruan  tinggi  yang  sama  atau

lainnya,  yang  mempunyai  kekhasan  atau  wahana  penunjang

pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. 

Pertukaran  mahasiwa  diselenggarakan  untuk  membentuk

beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri

Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  3  Tahun  2020,
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yaitu  menghargai  keanekaragaman budaya,  pandangan,  agama,  dan

kepercayaan,  serta  pendapat  atau  temuan  orisinal  orang  lain;  serta

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan.

Beberapa  bentuk  kegiatan  belajar  yang  bisa  dilakukan  dalam

kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut. 

1) Pertukaran  Mahasiswa  antar  Program  Studi  pada  Perguruan

Tinggi yang sama 

Bentuk  pembelajaran  yang  dapat  diambil  mahasiswa  untuk

menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah

tertuang  dalam  struktur  kurikulum  program  studi  maupun

pengembangan  kurikulum  untuk  memperkaya  capaian

pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. 

2) Pertukaran  mahasiswa  dalam  Program  Studi  yang  sama  pada

Perguruan Tinggi yang berbeda 

Bentuk  pembelajaran  yang  dapat  diambil  mahasiswa  untuk

memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di

perguruan tinggi  lain  yang mempunyai  kekhasan atau wahana

penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. 

3) Pertukaran  mahasiswa  antar  Program  Studi  pada  Perguruan

Tinggi yang berbeda 

Bentuk  pembelajaran  yang  dapat  diambil  mahasiswa  pada

perguruan tinggi  yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya

capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur

kurikulum  program  studi,  maupun  pengembangan  kurikulum

untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

2. Magang/praktik kerja

Selama  ini  mahasiswa  kurang  mendapat  pengalaman  kerja  di

industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara

magang yang  berjangka  pendek  (kurang  dari  6  bulan)  sangat  tidak
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cukup untuk  memberikan pengalaman dan kompetensi  industri  bagi

mahasiswa.  Perusahaan  yang  menerima  magang  juga  menyatakan

magang  dalam  waktu  sangat  pendek  tidak  bermanfaat,  bahkan

mengganggu aktivitas di Industri.

Kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  melalui  kerja  sama

dengan  mitra  antara  lain  perusahaan,  yayasan  nirlaba,  organisasi

multilateral,  institusi  pemerintah,  maupun  perusahaan  rintisan

(startup).

Tujuan pelaksanaan program magang 1-2 semester, memberikan

pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di

tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan

mendapatkan  hardskills (keterampilan,  complex  problem  solving,

analytical  skills,  dsb.),  maupun  soft  skills (etika  profesi/kerja,

komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta

yang  bila  cocok  nantinya  bisa  langsung  di-recruit,  sehingga

mengurangi biaya  recruitment dan  training awal/ induksi. Mahasiswa

yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam

memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan

industri  akan  mengalir  ke  perguruan  tinggi  sehingga  meng-update

bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan

tinggi akan makin relevan.

3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan

Kualitas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  Indonesia  masih

sangat  rendah  (PISA  2018  peringkat  Indonesia  no  7  dari  bawah).

Jumlah satuan pendidikan di  Indonesia  sangat  banyak dan beragam

permasalahan  baik  satuan  pendidikan  formal,  non  formal  maupun

informal.  Kegiatan  pembelajaran  dalam  bentuk  asistensi  mengajar

dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar,

menengah,  maupun  atas.  Sekolah  tempat  praktek  mengajar  dapat

berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
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Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara

lain: 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat

dalam  bidang  pendidikan  untuk  turut  serta  mengajarkan  dan

memperdalam  ilmunya  dengan  cara  menjadi  guru  di  satuan

pendidikan.  2)  Membantu  meningkatkan  pemerataan  kualitas

pendidikan,  serta  relevansi  pendidikan dasar  dan menengah dengan

pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

4. Penelitian/riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka

belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga

riset/pusat  studi.  Melalui  penelitian  mahasiswa  dapat  membangung

cara  berpikir  kritis,  hal  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  berbagai

rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan

berpikir  kritis  mahasiswa  akan  lebih  mendalami,  memahami,  dan

mampu melakukan  metode  riset  secara  lebih  baik.  Bagi  mahasiswa

yang  memiliki  minat  dan  keinginan  berprofesi  dalam  bidang  riset,

peluang  untuk  magang  di  laboratorium  pusat  riset  merupakan

dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang

kekurangan  asisten  peneliti  saat  mengerjakan  proyek  riset  yang

berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain: 

1) Penelitian  mahasiswa  diharapkan  dapat  ditingkatkan  mutunya.

Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar

akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. 

2) Mahasiswa  mendapatkan  kompetensi  penelitian  melalui

pembimbingan  langsung  oleh  peneliti  di  lembaga  riset/pusat

studi. 

3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan

lembaga  riset  Indonesia  dengan  memberikan  sumber  daya

peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
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5. Proyek kemanusiaan 

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa

bumi,  erupsi  gunung  berapi,  tsunami,  bencana  hidrologi,  dsb.

Perguruan  tinggi  selama  ini  banyak  membantu  mengatasi  bencana

melalui  program-program kemanusiaan.  Pelibatan mahasiswa selama

ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak

lembaga  Internasional  (UNESCO,  UNICEF,  WHO,  dsb)  yang  telah

melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan

di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan

jiwa  muda,  kompetensi  ilmu,  dan  minatnya  dapat  menjadi  “foot

soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya

baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 

1) Menyiapkan  mahasiswa  unggul  yang  menjunjung  tinggi  nilai

kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas  berdasarkan  agama,

moral, dan etika. 

2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan

menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi

sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

6. Kegiatan wirausaha

Berdasarkan  Global  Entrepreneurship  Index  (GEI)  pada  tahun

2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai

bidang pekerjaan,  atau peringkat 94 dari  137 negara yang disurvei.

Sementara  menurut  riset  darn  IDN  Research  Institute  tahun  2019,

69,1%  millennial  di  Indonesia  memiliki  minat  untuk  berwirausaha.

Sayangnya, potensi  wirausaha bagi generasi milenial  tersebut belum

dapat  dikelola  dengan  baik  selama  ini.  Kebijakan  Kampus  Merdeka

mendorong  pengembangan  minat  wirausaha  mahasiswa  dengan

program kegiatan belajar yang sesuai.
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Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 

1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk

mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 

2) Menangani  permasalahan  pengangguran  yang  menghasilkan

pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

7. Studi/proyek independent

Banyak  mahasiswa  yang  memiliki  passion  untuk  mewujudkan

karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari

ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk

menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa.

Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen

untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan,

tetapi  masih  tersedia  dalam  silabus  program  studi  atau  fakultas.

Kegiatan  proyek  independent  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  kerja

kelompok lintas disiplin keilmuan.

Studi/proyek  independen  dapat  menjadi  pelengkap  atau

pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi

independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan

peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi

dosen pembimbing.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain: 

1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk

inovatif yang menjadi gagasannya. 

2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan

(R&D). 

Meningkatkan  prestasi  mahasiswa  dalam  ajang  nasional  dan

internasional.
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8. Membangun desa/KKN Tematik

Kuliah  Kerja  Nyata  Tematik  (KKNT)  merupakan  suatu  bentuk

pendidikan  dengan  cara  memberikan  pengalaman  belajar  kepada

mahasiswa untuk hidup di  tengah masyarakat  di  luar kampus,  yang

secara  langsung  bersama-sama  masyarakat  mengidentifikasi  potensi

dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan

potensi  desa/daerah dan meramu solusi  untuk  masalah  yang ada di

desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan,

kerjasama  tim  lintas  disiplin/keilmuan  (lintas  kompetensi),  dan

leadership  mahasiswa  dalam  mengelola  program  pembangunan  di

wilayah  perdesaan.  Sejauh  ini  perguruan  tinggi  sudah  menjalankan

program KKNT,  hanya saja  Satuan Kredit  Semesternya (SKS) belum

bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang

pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan

pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah

pelaksanaan  KKNT,  mahasiswa  dapat  menuliskan  hal-hal  yang

dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan  KKNT  dilakukan  untuk  mendukung  kerja  sama

bersama  Kementerian  Desa  PDTT  serta  Kementerian/stakeholder

lainnya.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Desa  PDTT  menyalurkan

dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia,

yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019,

terdapat  desa sangat tertinggal  sebanyak 6.549 dan desa  tertinggal

20.128.  Pelaksanaan  KKNT  dapat  dilakukan  pada  desa  sangat

tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya

belum  memiliki  kemampuan  perencanaan  pembangunan  dengan

fasilitas  dana yang besar tersebut.  Sehingga efektivitas  penggunaan

dana  desa  untuk  menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi  masih  perlu

ditingkatkan,  salah  satunya  melalui  mahasiswa  yang  dapat  menjadi

sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:
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1) Kehadiran  mahasiswa selama 6  –  12  bulan  dapat  memberikan

kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  memanfaatkan  ilmu

pengetahuan,  teknologi,  dan  keterampilan  yang  dimilikinya

bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

2) Membantu  percepatan  pembangunan  di  wilayah  pedesaan

bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai

berikut. 

1) Model KKNT yang Diperpanjang 

Dalam model  ini  perguruan tinggi  membuat  paket  kompetensi

yang  akan  diperoleh  mahasiswa  dalam  pelaksanaan  KKNT

regular,  dan  mahasiswa  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan

perpanjangan  KKNT  selama  maksimal  1  semester  atau  setara

dengan  20  SKS.  Untuk  melanjutkan  program  KKNT  yang

diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik

Pembinaan  dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti

prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang

Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di

desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 

Pada  model  ini  perguruan  tinggi  bekerja  sama  dengan  Mitra

dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

berdasarkan  peluang/kondisi  desa  dalam  bentuk  paket

kompetensi/pengembangan  RPJMDes  yang  akan  diperoleh

mahasiswa  dalam  pelaksanaan  KKNT.  Jumlah  dan  bidang

Mahasiswa  yang  mengikuti  program  ini  menyesuaikan  dengan

kebutuhan  program di  desa.  Pelaksanaan  KKNT Pembangunan

dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi

atau  setara  dengan  maksimal  20  SKS.  Perhitungan  terhadap

capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam

beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan.
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Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari

laporan  dan  ujian  portofolio/rubrik  kegiatan  KKNT.  Untuk

kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu

dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili

bidang  keahlian.  Dosen  pembimbing  lapangan  harus  mewakili

program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap

program  studi.  Mahasiswa  juga  dapat  memanfaatkan  Program

Holistik  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Desa  (PHP2D)  dengan

mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

3) Model KKNT Mengajar di Desa 

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program

studi  Pendidikan.  Bagi  mahasiswa  di  luar  program  studi

Pendidikan dapat  melakukan kegiatan mengajar  sesuai  dengan

bidang  keahlian  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat

misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT

mengajar  ini  bersifat  membantu  pengajaran  formal  dan  non-

formal.  Bila di  akhir  kegiatan ini  akan dijadikan sebagai tugas

akhir,  maka  harus  direncanakan  sejak  awal  dalam  bentuk

proposal yang mengacu pada aturan prodi.

4) Model KKNT Free Form 

Mahasiswa  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  dan

melakukan  bentuk  program  KKNT  yang  akan  dilaksanakan

bersama  Mitra.  Dalam  menyusun  program  KKNT  model  ini,

mahasiswa  harus  memperhatikan  kurikulum  terkait  dengan

kegiatan  dan  dikonsultasikan  dengan  Dosen  Pembimbing

Akademik.
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BAB III
PENYESUAIAN KURIKULUM MERDEKA

BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

A.Pengembangan Kurikulum

1. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi  di  Universitas  Muhammadiyah

Bulukumba didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Relevansi.   Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan

perkembangan  IPTEKS,  kebutuhan  masyarakat,  dan

perkembangan zaman. 

2. Kontinuitas.  Kurikulum S1, S2, dan S3 harus bersifat kontinu,

terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas. 

3. Fleksibilitas.   Kurikulum  hendaknya  memiliki  fleksibilitas

horizontal  dan  vertikal  baik  dari  segi  isi  maupun  proses

implementasinya.  

4. Efektivitas dan efisiensi.  Kurikulum didesain sedemikian rupa

agar  efektif  dan  efisien  di  dalam  implementasinya  untuk

mencapai learning outcome yang telah ditetapkan. 

5. Pragmatis.  Kurikulum  yang  telah  disusun  hendaknya  dapat

dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

berbagai  kondisi  yang  ada  di  prodi  sesuai  dengan  Panduan

Implementasi Kurikulum 2020.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UM Bulukumba | 17



2. Konsep Pengembangan Kurikulum

Selain itu, dalam pengembangan kurikulum prodi dalam lingkup

Universitas Muhammadiyah Bulukumba secara umum  sesuai konsep

pengembangan kurikulum sebagai berikut:

1. Kurikulum  dengan  kegiatan  pembelajaran  di  luar  prodi  asal

mahasiswa 

Hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi adalah salah

satu bentuk pembelajaran dari konsep Merdeka Belajar – Kampus

Merdeka  seperti  yang  tertuang  pada  Permendikbud  Nomor  3

Tahun 2020, hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi

adalah  sebuah  pilihan  bagi  mahasiswa  (dapat   diambil  atau

tidak).

2. Model kurikulum dikembangkan berdasarkan jenjang

Model  kurikulum  Universitas  Muhammadiyah  Bulukumba

dikembangkan berdasarkan jenjang,  yaitu:  Kurikulum S-1 Non-

kependidikan dan Kurikulum S-1 Kependidikan.

3. Penciri prodi dan program unggulan

Pengembangan  kurikulum  prodi  hendaknya  memperhatikan

penciri dan keunggulan prodi. Setiap prodi hendaknya memiliki

penciri  dan  keunggulan  yang  bersifat  unik,  kompetitif,  dan

memiliki nilai tambah terhadap lulusan.   Penciri dan keunggulan

prodi  memiliki  konsekuensi  pada  program,  bahan  ajar,  proses

pembelajaran,  dan  penilaian.  Program  unggulan  dapat

diwujudkan sebagai Pusat Unggulan Ipteks (PUI).  

4. Pilihan model semester

Berbagai model semester sebagai alternatif pelaksanaan proses

pembelajaran di prodi dan di luar prodi baik dalam PT yang sama

atau  di  luar  PT  sesuai  kebijakan  hak  belajar  di  luar  program

studi.

5. Output pengembangan kurikulum
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Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Identitas  Program  Studi -  Menuliskan  identitas  Program

Studi  meliputi:  Nama  Perguruan  Tinggi,  Fakultas,  Prodi,

Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi. 

b.Landasan Penyusunan Kurikulum – Menjelaskan landasan

filosofis,  landasan  sosiologis,  landasan  historis,  landasan

psikologis, landasan yuridis dan landasan hukum.

c.Visi, misi, tujuan dan strategi program studi

d.Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan

pelaksanaan  kurikulum  yang  telah  dan  sedang  berjalan,

dengan  menyajikan  hasil  evaluasi  kurikulum.  Analisis

kebutuhan  berdasarkan  kebutuhan  pemangku  kepentingan

dari hasil tracer study. 

e.Profil  lulusan  dan  Rumusan  Capaian  Pembelajaran

Lulusan  (CPL) Menjelaskan  cara/mekanisme  memperoleh

profil lulusan, Profil Lulusan dan deskripsinya, yg dirumuskan

dari hasil tracer study terhadap lulusan dengan pengalaman

kerja kurang lebih 3-5 tahun setelah lulus.

Menjelaskan cara/mekanisme memperoleh CPL, CPL terdiri dari

Aspek  Sikap,  Ketrampilan  Umum,  Ketrampilan  Khusus,  dan

Pengetahuan  yang  dinyatakan  dalam  Capaian  Pembelajaran

Lulusan  (CPL)  –  CPL  terdiri  dari  aspek:  Sikap,  Pengetahuan,

Ketrampilan  umum,  dan  ketrampilan  khusus  yang  dirumuskan

berdasarkan  SN-Dikti  dan  deskriptor  KKNI  sesuai  dengan

jenjangnya. 

f. Matrik Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

(matrik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir CPL

Prodi terkait dengan rumusan Profil Lulusannya)

g. Penetapan  Bahan  Kajian –  Berdasarkan  CPL  dan/atau

menggunakan  Body  of  Knowledge suatu  Program  Studi,  yang

kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.

Tuliskan/gambarkan cabang/bidang ilmu yang dikembangkan di

program Studi sebagai dasar penentuan bahan kajian, dan dapat

digambarkan  dalam  bentuk  diagram/skema  struktur  Body of

Knowledge.
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h. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks –

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan

CPL (beserta turunannya di  level  MK) dan bahan kajian,  serta

penetapan bobot SKS-nya. 

i. Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi

Menggambarkan organisasi  mata kuliah atau peta penempatan

mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian

Pembelajaran  Lulusan  Program  Studi.  Distribusi  mata  kuliah

disusun  dalam  rangkaian  semester  selama  masa  studi  lulusan

Program Studi. 

j. Daftar Sebaran Mata Kuliah tiap Semester

k. Implementasi  Hak  Belajar  Mahasiswa  Maksimum  3

Semester

l. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) –  RPS disusun dari

hasil  rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua

mata kuliah pada Program Studi,  dan perangkat  pembelajaran

yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam

bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.). 

m.Penilaian Pembelajaran

n. Pengelolaan dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Sistem  penjaminan  mutu  kurikulum  mengikuti  siklus  PPEPP,

yakni :1) Penetapan kurikulum (P), 2) Pelaksanaan Kurikulum (P),

3) Evaluasi Kurikulum (E), 4) Pengendalian Kurikulum (P), dan 5)

Peningkatan kurikulum (P). 

o. Penutup

Menuliskan  beberapa  kalimat  atau  alenia  terkait  harapan,

pelaksanaan,  peningkatan  kualitas  Pendidikan  terhadap

Kurikulum yg telah dikembangkan ini

3. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Berikut ini disajikan tahapan pengembangan kurikulum, yaitu:

a. Evaluasi kurikulum sebelumnya

Tahapan  awal  dalam  pengembangan  kurikulum  adalah

melakukan  evaluasi  kurikulum  oleh  program  studi.  Tujuan

evaluasi  kurikulum  dilakukan  adalah  untuk  menemukan  dan
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mengenali  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman

kurikulum program studi,  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai

pijakan dalam menetapkan atau merevisi  visi,  misi  dan tujuan

kurikulum program studi, hingga penetapan profil lulusan. 

b. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di

bidang  keahlian  atau  bidang  kerja  tertentu  setelah

menyelesaikan  studinya.  Profil  dapat  ditetapkan  berdasarkan

hasil kajian terhadap:  kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan

pemerintah dan dunia  usaha maupun industri  dan   kebutuhan

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,  serta

kesesuaian  profil  lulusan  dengan  visi  dan  misi  Universitas

Muhammadiyah Bulukumba,  serta Fakultas.

c. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI

dan SN-Dikti.  CPL terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum,

ketrampilan  khusus,  dan  pengetahuan.  Unsur  sikap  dan

keterampilan  umum  mengacu  pada  SN-Dikti  sebagai  standar

minimal,  yang  memungkinkan  ditambah  oleh  program  studi

untuk  memberi  ciri  lulusan  perguruan  tingginya.  Sedangkan

unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan

mengacu  pada  deskriptor  KKNI  sesuai  dengan  jenjang

pendidikannya.  Setiap  butir  dari  rumusan  CPL  lulusan  paling

tidak  mengandung kemampuan yang harus  dimiliki  dan bahan

kajian  yang  harus  dipelajari  oleh  mahasiswa.  Sehingga  dalam

perumusan  CPL  perlu  dilakukan  analisis  kebutuhan  untuk

mengetahui  kemampuan  apa  yang  diperlukan  oleh  pemangku

kepentingan,  dan  diperlukan  kajian-kajian  dari  pengembangan

disiplin bidang ilmu (body of knowledge) di prodi tersebut untuk

menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

d. Bahan Kajian
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Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan

digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut

dapat  berupa  satu  atau  lebih  cabang  ilmu  berserta  ranting

ilmunya,  atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi

dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum

prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. 

e. Pembentukan Mata Kuliah

1) Penetapan Mata Kuliah Melalui Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan

dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata

kuliah  dengan  acuan  CPL  yang  telah  ditetapkan  terlebih

dahulu.  Evaluasi  dilakukan  dengan  mengkaji  seberapa  jauh

keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk

tugas,  soal  ujian,  dan  penilaian)  dengan  CPL  yang  telah

dirumuskan. 

2) Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan  mata  kuliah  adalah  upaya  untuk

mengklasifikasi  mata  kuliah  ke  dalam struktur  pengelolaan,

sifat, dan proses pembelajaran, pengelompokan melalui proses

pembelajaran mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020

tentang hak belajar 3 semester diluar program studi.

3) Penetapan CPMK dan Deskripsi  Mata Kuliah

a) Penetapan CPMK

CPL  yang  dibebankan  pada  mata  kuliah  masih  bersifat

umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di

bebankan  pada  mata  kuliah  perlu  diturunkan  menjadi

capaian  pembelajaran  mata  kuliah  (CPMK)  atau  sering

disebut  courses learning outcomes. CPMK diturunkan lagi

menjadi  beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah

(Sub-CPMK)  sesuai  dengan  tahapan  belajar  atau  sering

disebut  lesson  learning  outcomes.  Sub-CPMK merupakan

kemampuan  akhir  yang  direncanakan  pada  tiap  tahap
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pembelajaran  yang  berkonstribusi  terhadap  CPL.  CPMK

maupun  Sub-CPMK  bersifat  dapat  diamati,  dapat  diukur

dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat

didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

b) Penyusunan deskripsi mata kuliah

Deskripsi mata kuliah adalah uraian singkat mengenai mata

kuliah,  bersifat  relatif  permanen,  dan  menjadi  pedoman

bagi  Dosen  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut  menjadi

kurikulum dan RPS. Deskripsi mata kuliah memuat nama

mata kuliah, kode mata kuliah,  jumlah sks, semester, status

mata kuliah (dasar, lanjut, mata kuliah pilihan atau wajib),

menggambarkan  kemampuan  atau  kompetensi  yang

diharapkan dikuasai setelah selesai mengikuti kuliah, serta

menggambarkan garis-garis besar atau pokok-pokok dari isi

dan proses perkuliahan, yang  berbentuk narasi

4) Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah 

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu

yang  dibutuhkan  oleh  mahasiswa  untuk  dapat  memiliki

kemampuan  yang  dirumuskan  dalam  sebuah  mata  kuliah

tersebut.  

5) Penyesuaian  Mata  Kuliah  Berdasarkan  Hak  Belajar  Tiga

Semester di Luar Program Studi

a) Identifikasi  Bahan  Kajian  pada  Bentuk  Kegiatan

Pembelajaran  Hak  Belajar  3  Semester  di  Luar  Program

Studi

b) Pengelompokan  Mata  Kuliah  Berdasarkan  Pertimbangan

Kegiatan Pembelajaran, dan Semester Pelaksanaan

f. Penyusunan Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang

Dibebankan Pada Mata Kuliah

Tahap ini adalah menyusun draft mata kuliah yang diperoleh ke

dalam  struktur  CPL  yaitu  mencakup  pada  aspek:  1)   capaian

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UM Bulukumba | 23



pembelajaran  sikap,  2)  capaian  pembelajaran  penguasaan

pengetahuan, 3) capaian pembelajaran keterampilan umum, dan

4)  capaian  pembelajaran  keterampilan  khusus  yang  telah

dinyatakan  dalam  rumusan  capaian  Pembelajaran  lulusan

sebelumnya.

g. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum 

B.PELAKSANAAN KURIKULUM

Pembelajaran  merupakan  proses  yang  kompleks.  Proses

pembelajaran  memerlukan  pemikiran  yang  matang  dan  rasional,

sehingga dibutuhkannya suatu perencanaan pembelajaran agar dapat

berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

1. Perencanaan

Dosen  dalam  merencanakan  pembelajaran  perlu  mengikuti

prosedur pelaksanaan kurikulum sebagai berikut:

a. Merumuskan CPMK  dan Sub CPMK

1) Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum

terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebankan

pada  mata  kuliah  perlu  diturunkan  menjadi  capaian

pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut courses

learning outcomes. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa

sub  capaian  pembelajaran  mata  kuliah  (Sub-CPMK)  atau

sering disebut lesson learning outcomes (Bin, 2015; AUN-QA,

2015).  Sub-CPMK  sebagai  kemampuan  akhir  yang

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi

CPL. 

2) Merumuskan Sub-CPMK 

Sub-CPMK  merupakan rumusan  kemampuan  akhir  yang

direncanakan  pada  tiap  tahap  pembelajaran  yang  bersifat

spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir
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proses  pembelajaran.  Sub-CPMK  dirumuskan  dari  rumusan

CPMK  yang  diharapkan  secara  akumulatif  berkonstribusi

terhadap pencapaian CPL

b. Melakukan Analisis Pembelajaran 

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa

pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-

tahapan belajar  untuk  pencapaian kemampuan mahasiwa yang

terukur,  sistematis  dan  terencana.  Analisis  pembelajaran

dilakukan  untuk  mengidentifikasi  kemampuan  akhir  pada  tiap

tahapan belajar (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPMK. 

c. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 dinyatakan pada pasal 10

bahwa Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal

tentang  pelaksanaan  Pembelajaran  pada  Program  Studi  untuk

memperoleh  capaian  pembelajaran  lulusan.  Standar  proses

mencakup  salah  satunya  adalah  perencanaan  proses

Pembelajaran.  Perencanaan  proses  Pembelajaran  sebagaimana

dimaksud disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain, berikut

ini  beberapa pertimbangan dalam penyusunan RPS: 

1) Prinsip penyusunan RPS

2) Unsur-unsur RPS   

3) Isian bagian-bagian dari RPS

d. Lembar Kegiatan Mahasiswa 

Lembar  Kegiatan  Mahasiswa  (LKM)  merupakan  panduan

kegiatan  belajar  mahasiswa.  LKM  dapat  berupa  petunjuk

praktikum,  petunjuk  praktik,  worksheet  atau  kegiatan  belajar

lainnya.  LKM  disusun  oleh  dosen  kelompok  bidang  keahlian,

direviu  oleh  tim  yang  dibentuk  oleh  prodi,  dan  disahkan  oleh
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kaprodi.  LKM  diberikan  kepada  mahasiswa  sebelum  kegiatan

perkuliahan. 

e. Bahan Ajar 

Bahan  ajar  berisi  uraian  bahan  kajian  yang  diajarkan  dalam

perkuliahan. Bahan ajar dapat disusun dalam bentuk presentasi,

hand out, atau diktat. Bahan ajar disusun oleh dosen mata kuliah

dan  diverifikasi  oleh  koordinator  dosen  mata  kuliah/rumpun

keahlian dan ketua program studi.  Setiap mata kuliah minimal

dilengkapi  dengan salah  satu  bahan ajar  yang  selaras  dengan

bahan  kajian  setiap  sub  CPMK.  Sumber  acuan  berupa  buku

dengan kriteria waktu 5 tahun terakhir kecuali referensi utama,

buku  monograf,  buku  referensi,  e-book,  jurnal  terakreditasi

nasional minimal Sinta 2 (S2) dan jurnal internasional bereputasi.

Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar yang disusun

oleh dosen/kelompok dosen pengampu mata kuliah. 

f. Media Pembelajaran 

Media  pembelajaran  digunakan  untuk  menyampaikan  bahan

kajian  agar  lebih  mudah  dipahami  oleh  mahasiswa.  Media

pembelajaran  disusun  untuk  setiap  kegiatan  perkuliahan  yang

relevan dengan sub CPMK.  Media  pembelajaran  dapat  berupa

tayangan presentasi, video compact disk (VCD), situs web, flash

movie,  model,  atau  benda  nyata  (realia).  Media  pembelajaran

disusun oleh dosen/kelompok dosen mata kuliah dan diverifikasi

oleh koordinator mata kuliah/rumpun keahlian, dan disahkan oleh

ketua  program  studi.  Setiap  matakuliah  minimal  dilengkapi

dengan salah satu media pembelajaran untuk setiap sub CPMK.

2. Proses Pembelajaran

Proses  pembelajaran  dalam  implementasi  kurikulum,  sebagai

berikut:

a. Standar proses pembelajaran
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1) Karakteristik proses pembelajaran

Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  mahasiswa  dengan

dosen  dan  sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar.

Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik,

integratif,  saintifik,  kontekstual,  tematik,  efektif,  kolaboratif,

dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang

dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih

melalui  proses  pembelajaran  yang  mengutamakan

pengembangan  kreativitas,  kapasitas,  kepribadian,  dan

kebutuhan  mahasiswa,  serta  mengembangkan  kemandirian

dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk

interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam

lingkungan  belajar  tertentu.  Proses  Pembelajaran  di  setiap

mata  kuliah  dilaksanakan  sesuai  Rencana  Pembelajaran

Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik seperti

sifat  interaktif,  holistik,  integratif,  saintifik,  kontekstual,

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan

dari  beberapa  metode  pembelajaran  dan  diwadahi  dalam

suatu  bentuk  Pembelajaran.  Bentuk  Pembelajaran  dapat

berupa: 

a) kuliah, 

b) responsi dan tutorial, 

c) seminar, 

d) praktikum,  praktik  studio,  praktik  bengkel,  praktik

lapangan, praktik kerja, 

e) penelitian, perancangan, atau pengembangan, 
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f) pelatihan militer, 

g) pertukaran pelajar, 

h) magang, 

i) wirausaha, dan atau 

j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. 

b. Pembelajaran di Dalam Program Studi

1) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

Pemilihan  bentuk  pembelajaran  dalam  aktivitas  belajar

mahasiswa  pada  mata  kuliah  dapat  digunakan  untuk

mengestimasi  waktu  belajar,  yang  selanjutnya  dapat

digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Berikut

adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya. 

2) Pembelajaran Teori 

Pembelajaran diperguruan tinggi (lazim disebut perkuliahan)

merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen

dan sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan belajar  tertentu

dan  relevan.  Pembelajaran  teori  adalah  proses  komunikasi

interaktif  antara  mahasiswa  dengan  dosen,  dan  sumber

belajar  (media  pembelajaran,  dan  bahan  ajar)  yang

dilaksanakan di ruang kelas. 

3) Pembelajaran Praktikum 

Praktikum  merupakan  suatu  bentuk  pembelajaran  yang

dilakukan  pada  laboratorium/bengkel  kerja/workshop

teater/studio/sanggar  atau  lapangan  dimana  mahasiswa

berperan  secara  aktif  dalam  menyelesaikan  permasalahan

melalui  penggunaan  alat,  peralatan,  bahan  dan  sarana

spesifik,  dengan  suatu  metode  tertentu.  Dengan  praktikum,

mahasiswa belajar secara langsung pada aspek pengetahuan,

ketrampilan, dan sikap. Pembelajaran praktikum diampu oleh

seorang  dosen  atau  tim  dosen  praktikum  dan  dibantu  oleh

teknisi atau laboran. Pembelajaran praktikum dilaksanakan di

laboratorium,  bengkel,  workshop,  studio,  sanggar  atau  di
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lapangan yang memiliki sumber belajar, fasilitas sarana, dan

peralatan yang relevan dengan bidang keahlian/bidang studi

atau rumpun bidang ilmu. 

4) Pembelajaran Bauran (blended learning) 

Pembelajaran  bauran  (blended  learning)  adalah  salah  satu

metoda  pembelajaran  yang  memadukan  secara  harmonis

antara  keunggulan-keunggulan  pembelajaran  tatap  muka

(offline) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring

(online)  dalam  rangka  mencapai  capaian  pembelajaran

lulusan. 

c. Pembelajaran di Luar Program Studi

1) Pertukaran pelajar.

a) Pertukaran  pelajar  antar  program  studi  pada  Perguruan

Tinggi yang sama

b) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada

Perguruan Tinggi yang berbeda 

2) Magang/praktik kerja

3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

4) Penelitian/riset

5) Proyek kemanusiaan

6) Kegiatan wirausaha

7) Studi/proyek independent

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

a) Model KKNT yang Diperpanjang 

b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 

c) Model KKNT Mengajar di Desa 

d) Model KKNT Free Form 

3. Penilaian Pembelajaran 

Penilaian  adalah  satu  atau  beberapa  proses  mengidentifikasi,

mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk

mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan
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hasil  belajar  mahasiswa  mencakup  prinsip  penilaian;  teknik  dan

instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan

penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 

a. Prinsip Penilaian 

1) Edukatif,   merupakan penilaian yang memotivasi  mahasiswa

agar mampu:  memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

meraih capaian pembelajaran lulusan.

2) Otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses

belajar  yang  berkesinambungan  dan  hasil  belajar  yang

mencerminkan  kemampuan  mahasiswa  pada  saat  proses

pembelajaran berlangsung.

3) Objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari

pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4) Akuntabel,  merupakan  penilaian  yang  dilaksanakan  sesuai

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

5) Transparan,  merupakan  penilaian  yang  prosedur  dan  hasil

penilaiannya  dapat  diakses  oleh  semua  pemangku

kepentingan.

b. Teknik Penilaian 

Penilaian Teknik Instrumen

Sikap Observasi

1. Rubrik untuk penilaian proses  

dan / atau

2. Portofolio atau karya desain 

untuk penilaian hasil

Ketrampilan Umum Observasi, 

partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan 

angket

Ketrampilan

Khusus

Pengetahuan

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian

yang digunakan
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c. Instrumen Penilaian 

a. Rubrik 

Rubrik  merupakan  panduan  atau  pedoman  penilaian  yang

menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau

memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. 

b. Penilaian portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang

didasarkan  pada  kumpulan  informasi  yang  menunjukkan

perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode

tertentu.  Informasi  tersebut  dapat  berupa  karya  mahasiswa

dari  proses pembelajaran yang dianggap terbaik  atau karya

mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya

untuk mencapai capaian pembelajaran. 

4. Mekanisme Penilaian 

Mekanisme penilaian  terkait  dengan  tahapan  penilaian,  teknik

penilaian,  instrumen penilaian,  kriteria penilaian,  indikator penilaian

dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut:

5.Prosedur Penilaian 

Prosedur penilaian mencakup tahap:  

a. Perencanaan  (dapat  dilakukan  melalui  penilaian  bertahap

dan/atau penilaian ulang),  

b. kegiatan pemberian tugas atau soal,  

c. observasi kinerja, 

d. pengembalian hasil observasi, dan  
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e. pemberian nilai akhir.  

6. Pelaksanaan Penilaian 

Pelaksanan  penilaian  dilakukan  sesuai  dengan  rencana

pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;  

b. dosen  pengampu  atau  tim  dosen  pengampu  dengan

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 

c. dosen  pengampu  atau  tim  dosen  pengampu  dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.  

Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua,

program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim

penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 

7. Pelaporan Penilaian 

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian: 

1. Pelaporan penilaian  berupa  kualifikasi  keberhasilan  mahasiswa

dalam menempuh suatu mata kuliah 

2. Penilaian  dapat  menggunakan  huruf  antara  dan  angka  antara

untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 

3. Hasil  penilaian  capaian  pembelajaran  lulusan  di  tiap  semester

dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) 

4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program

studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang

mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50

(tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik .
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BAB III
PENUTUP

Penyusunan  kebijakan  pengembangan  kurikulum  ini  disusun

dengan  bentuk  yang  disederhanakan  dari  berbagai  pedoman

pengembangan  kurikulum  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diharapkan dapat

digunakan  sebagai  salah  satu  acuan  di  dalam  penyusunan  maupun

peninjauan kembali evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan

pelaksanaan kurikulum pada program studi yang ada di semua fakultas

pada Universitas Muhammadiyah Bulukumba. 

Kebijakan  pengembangan  kurikulum  merupakan  salah  satu

referensi  melakukan  evaluasi  kurikulum,  pengembangan  kurikulum,

dan  pelaksanaan  kurikulum  pada  program  studi  dan  diharapkan

menjadi  panduan  praktis  sehingga  dapat  membantu  para  pimpinan

prodi, dosen, dan staf dalam lingkup program studi. 

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung

atau memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pengembangan

kurikulum. Semoga bermanfaat.
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